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PENETAPAN
Nomor 65/Pdt.P/2021/PA.Tgrs
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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili
perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim
telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Nikah yang
diajukan oleh:

Moh. Ama bin Moch. Zen, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan
Wiraswasta, tempat tinggal di Kp. Ceger JI. Amal Bakti
No. 86 RT. 006 RW. 011 Kelurahan Jurangmangu Barat,
Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan,
Provinsi Banten, sebagai “Pemohon”;
Pengadilan Agama tersebut ;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon, dan memeriksa alat-alat bukti di
persidangan;
DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya
tertanggal 26 Januari 2021 telah mengajukan gugatan cerai terhadap
Tergugat yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama
Tigaraksa dengan register Nomor 65/Pdt.P/2021/PA.Tgrs, tanggal 26
Januari 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut :
Para Pemohon dengan ini hendak mengajukan permohonan dispensasi
untuk menikahkan anak para Pemohon dengan alasan/dalil-dalil sebagai
berikut :
Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon
yang bernama:

Nama
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Wulan Purnama Sari binti Moh. Ama
NIK

3674035601030008
Tempat, Tanggal Lahir

Tangerang, 16 Januari 2003
Agama

Islam
Pendidikan

SLTP
Pekerjaan

Tidak Bekerja
Alamat Tempat Tinggal

Kp. Ceger JI. Amal Bakti No. 86 RT. 006 RW. 011 Kelurahan
Jurangmangu Barat, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan,
Provinsi Banten;

dengan calon suaminya,

Nama

Rizki Maulana bin H. Sukron Ma'mun
NIK

3674052405960002
Tempat, Tanggal Lahir

Tangerang, 24 Mei 1996
Agama
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Islam
Pendidikan

SLTP

Pekerjaan

Wiraswasta
Alamat Tempat Tinggal

JI. WR. Supratman No. 5 RT. 002 RW. 002 Kelurahan Rengas,

Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;

selanjutnya disebut sebagai Calon suami;
yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren,
Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten dalam waktu sedekat mungkin.

Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik
menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan
yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon
belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat
mendesak untuk tetap dilangsungkan;

Bahwa alasan para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak
Para Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah
menjalin hubungan sejak tahun 2019 yang mana antara anak para
Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon telah melakukan
hubungan badan dan saat ini telah hamil 5 bulan sehingga untuk
mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul
dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;

Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, para Pemohon dan
keluarga calon suami anak para Pemohon telah mengurus administrasi
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dan pendaftaran rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon
suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan
Agama Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi
Banten, belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan
keduanya dengan alasan umur anak para Pemohon tidak memenuhi
syarat minimum umur diizinkan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 7
ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan yaitu perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita
sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun karena yang
bersangkutan baru berumur 18 tahun, sebagaimana surat pemberitahuan
kekurangan syarat/penolakan kehendak nikah Nomor: B-
0034/Kua.28.08.03/PW.01/12/2020 tertanggal 06 Januari 2021 yang
dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pondok Aren,
Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;

Bahwa, antara anak kandung para Pemohon dan calon suaminya
tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada
larangan untuk melakukan pernikahan;

Bahwa, anak para Pemohon berstatus perawan/belum pernah
menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri
dan/atau ibu rumah tangga. Begitu pula calon suaminya berstatus
perjaka/belum pernah menikah, telah akil baliq serta sudah siap untuk
menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga yang mana telah
bekerja sehingga mampu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Bahwa, keluarga para Pemohon dan orang tua calon suami anak
para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada
pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan
tersebut;

Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar

dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
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Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Tigaraksa segera memeriksa dan mengadili perkara
ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai
berikut:

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan
mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya
berbunyi sebagai berikut:

PRIMER

Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Memberi dispensasi kepada anak kandung para Pemohon yang
bernama (Wulan Purnama Sari binti Moh. Ama) untuk menikah dengan
seorang laki-lai bernama (Rizki Maulana bin H. Sukron Ma'mun);

Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER
Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini
berpendapat lain, maka mohon untuk menetapkan yang seadil-adilnya (ex

aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon
datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya dibacakan surat
permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon
dengan tambahan keterangan, bahwa Pemohon telah mendaftarkan
pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya, namun ditolak oleh
pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan .................. Kabupaten
Tangerang, Provinsi Banten karena anak Pemohon belum mencapai batas
umur perkawinan;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon bernama :
.................. , umur .......... tahun, agama Islam, pekerjaan ..............,
tempat tinggal di Kp. Ceger Jl. Amal Bakti No. 86 RT. 006 RW. 011
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Kelurahan Jurangmangu Barat, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang
Selatan, Provinsi Banten, dan telah memberikan keterangan sebagai
berikut :

- bahwa benar ia sedang menjalin hubungan dengan seorang pria
bernama .............oeii ;

- Bahwaiadengan ..............cccoevvvinnnnnn. berhubungan selayaknya
pasangan remaja yang sedang berpacaran seperti umumnya;

- bahwa ia dengan .................cl bermaksud untuk
menikahinya, namun pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan
................... , Kabupaten Tangerang menolaknya dengan alasan
usianya belum memenuhi batas waktu umur pernikahan;

- Bahwa ia menyatakan akan berusaha untuk menjadi isteri dan ibu
rumah tangga yang bertanggung jawab;

- bahwa ia akan menikahi ......................... karena kehendak sendiri
bukan karena ada paksaan ;

- bahwa antara dirinya dengan calon suamiya tidak ada hubungan
nasab, atau sesusuan ;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan pula calon suami anak
Pemohon bernama ................... , umur ... tahun, agama Islam,
pekerjaan ...l , tempat tinggal di
............................................ , dan telah memberikan keterangan
sebagai berikut :

- bahwa benar ia sedang menjalin hubungan dengan anak Pemohon

yang bernama ...l selama lebih kurang

- bahwa ia dan ....................... berhubungan selayaknya pasangan
remaja yang sedang berpacaran seperti umumnya;

- bahwa ia dan calon isteri bermaksud untuk melangsungkan
pernikahan namun pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan
..................... menolaknya dengan alasan usia calon isteri belum

memenuhi batas waktu umur pernikahan ;
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- Bahwa ia sudah bekerja sebagai ......... dengan penghasilan Rp.
............... s (), Setiap bulannya;
- bahwa antara dirinya dengan calon isterinya tidak ada hubungan
nasab, atau sesusuan ;
Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah

mengajukan bukti :

A. Surat:

B. Saksi:
1. ..., di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
2. ..., di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut di atas,
Pemohon menyatakan tidak keberatan dan dapat menerima, kemudian
Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang perlu disampaikan, lalu
menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap
sebagaimana dalam permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, maka ditunjuk
segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan

perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon

adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan  permohonan

Dispensasi Nikah dengan dalil-dalii dan atau alasan-alasan sebagai

berikut :
1. Anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu
telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan ............. dengan

surat keterangan terlampir ;
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2. Pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan
karena keduanya telah akrab dan telah berpacaran sejak kurang lebih
...... (........) tahun yang lalu, hubungan mereka telah sedemikian
eratnya;

3. Bahwa oleh sebab itu Pemohon berpendapat lebih baik
hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya ditingkatkan dalam
ikatan perkawinan yang sah menurut hukum agar tidak melakukan
perbuatan maksiat berkepanjangan;

4. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut
tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, Pemohon berstatus
perawan dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi istri atau
ibu rumah tangga ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap di
persidangan dan telah memberikan keterangan sebagaiman tercantum
dalam berita acara sidang yang untuk singkatnya dianggap sebagai telah
dikutip dalam pertimbangan ini

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang sendiri di persidangan
dan Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Pemohon
mengenai dispensasi pernikahan dengan segala aspek dan akibatnya ;

Menimbang bahwa alasan pokok yang diajukan oleh Pemohon
dalam permohonanya adalah Pemohon telah mengajukan permohonan
dispensasi nikah untuk anak kandungnya bernama ................ , umur ...
tahun, agama Islam, pekerjaan ................, tempat tinggal di Kp. Ceger
JI. Amal Bakti No. 86 RT. 006 RW. 011 Kelurahan Jurangmangu Barat,
Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten,
namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama tersebut, sebagaimana surat
Penolakan Pernikahan, Nomor Surat Penolakan Pernikahan, Nomor
.................. , tanggal ................., yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan
Agama Kecamatan .............coceevevninennn. , karena belum berumur 19
tahun sebagai syarat untuk menikah, sedangkan Pemohon telah berniat
dan telah disepakati untuk menikahkan anak Pemohon dengan seorang
laki-laki bernama ................... ,umur Lo tahun, agama Islam,
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pekerjaan .............. , tempat tinggal di ......................... , dan juga saat
ini antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin
hubungan/pacaran selama ................c..cocoeee ;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut,
Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa dalam Pasal 7 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang
nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang telah diubah dengan Pasal
7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan
bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah
mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, sedangkan dalam hal
penyimpangan terhadap ayat (1) maka dapat meminta dispensasi kepada
Pengadilan, sehingga dispensasi nikah mengandung maksud untuk
menyimpangi ketentuan mengenai batas minimal umur dalam melakukan
perbuatan hukum pernikahan, karena pihak yang akan melakukan
pernikahan tersebut belum memenuhi syarat umur yang ditentukan oleh
peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu Majelis
Hakim meneliti apakah ada hajat dan alasan permohonan yang diajukan
benar-benar mendesak, Kantor Urusan Agamat serta dapat
dipertanggungjawabkan secara hukum melalui bukti-bukti yang sah ;

Menimbang bahwa sebelum memeriksa bukti-bukti, Majelis Hakim
telah lebih dahulu mendengarkan keterangan anak Pemohon dan calon
suami anak Pemohon yang isinya telah diuraikan dalam duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil
permohoannya telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P.
..... , yang keseluruhannya adalah fotokopi, menurut Majelis Hakim
berdasarkan 1888 KUH Perdata jo Pasal 2 ayat (1) huruf (@) Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 1985, tentang Bea Meterai alat bukti tersebut
telah memenuhi persyaraan formil dan materiil suatu alat bukti dan sudah

patut dijadikan bukti dalam perkara ini;
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Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Pemohon

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan dipersidangan, terdiri
dari dua orang saksi dewasa, memberikan keterangan dibawah
sumpahnya dan diperiksa seorang demi seorang, oleh karenanya
berdasarkan Pasal 144 HIR secara formil dapat di dengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah
disampaikan dipersidangan, telah saling bersesuaian dan tidak saling
bertentangan antara keterangan saksi satu dengan lainnya, antara
keterangan saksi-saksi dengan pokok-pokok dalil posita, didasarkan atas
fakta atau peristiwa yang dilihat dan di dengarnya sendiri dan bukan atas
dasar kesimpulan atau pendapatnya, oleh karenanya sesuai dengan
Pasal 171 HIR, keterangan saksi-saksi tersebut secara meteril memiliki
nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam positanya telah mendalilkan
bahwa permohonannya untuk menikahkan anaknya yang bernama
....................... dengan calon suaminya bernama ....................... telah
ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan ...............ccceeeveiiininnnn. ,
maka berdasarkan bukti P.1, Majelis Hakim menilai bahwa alasan
Pemohon tersebut dapat dibuktikan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 dan P.3 terbukti
bahwa Pemohon dan anak Pemohon berada dalam wilayah hukum
Pengadilan Agama Tigaraksa, dan Pemohon merupakan merupakan pihak
yang berkepentingan dalam perkara ini dan berdasarkan bukti P.3 dan P.4,
terbukti bahwa ........................ adalah anak kandung Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut yang
dihubungkan dengan keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon
suami anak Pemohon, serta bukti-bukti, baik bukti surat maupun saksi,

Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut :
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- bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan anak kandung
Pemohon yang bernama .............. , umur ... tahun (belum mencapai
usia 19 tahun) dengan calon suaminya yang bernama .................. ;

- bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran
selama .......oovvvieiiiien i, sudah saling mencintai;

- bahwa Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon sudah
mendaftarkan pernikahannya tetapi oleh Kepala Kantor Urusan
Agama Kecamatan .................. , hamun ditolak dengan alasan
anak Pemohon belum mencapai usia .... tahun ;

- bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan
nasab maupun sepersusuan yang menghalangi pernikahan ;

- bahwa orang tua dari calon sumainya anak Pemohon tidak
keberatan untuk menikahkan anaknya dengan anak Pemohon ;

- bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sudah siap
untuk menikah, dan orang tua kedua belah pihak siap membantu dan
membimbing keduanya;

Menimbang bahwa terhadap fakta tersebut Majelis Hakim akan
mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin
seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri untuk membentuk
rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang
Maha Esa, karenanya harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh
hukum, yang salah satunya adalah syarat umur calon suami itu harus
mencapai usia minimal 19 tahun (vide Pasal Pasal 7 ayat (1) undang-
undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang
nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan) ;

Menimbang bahwa anak Pemohon yang belum mencapai batas
usia minimal, karena masih berusia 19 tahun, yang menurut undang
undang harus memperoleh dispensasi dari Pengadilan ternyata
memungkinkan diberikan disepensasi sepanjang ketentuan agama tidak
menentukan lain (vide Pasal 6 ayat (6) Undang-undang Nomor 1 Tahun
1974) ;
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Menimbang, bahwa tujuan pembatasan usia secara umum
dalam undang-undang adalah, sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal
1 angka 2, yang menyatakan "Batas umur ditetapkan oleh karena
berdasarkan pertimbangan kepentingan usaha kesejahteraan sosial,

tahap kematangan sosial, kematangan pribadi dan kematangan mental”;

Menimbang, bahwa selain tujuan tersebut pembatasan umur, juga
bertujuan untuk menjamin hak-hak anak, agar dapat hidup, tumbuh
berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan
martabat kemanusiaan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Undang-
Undang Nomor; 23 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Anak yang telah
dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa majelis menyadari, memberikan dispensasi
pada anak yang masih di bawah umur untuk melangsungkan pernikahan,
akan berakibat negatif, karena hak-hak anak yang semestinya terlindungi
untuk berkembang secara optimal, untuk bergaul dengan anak yang
sebaya, bermain, berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat
kecerdasannya demi pengembangan diri, demi terwujudnya anak yang
bekualitas akan terhambat. Akan tetapi di sisi lain anak kandung Pemohon
yang sudah lulus SLTA serta telah menjalin hubungan cinta dengan calon
suaminya, yang sudah sedemikian eratnya, dan jika dibiarkan akan
mengakibatkan perbuatan yang negatif yakni terjerumus dalam

perzinahan;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat, tidak
ditentukannya batas umur pernikahan dalam syari'at Islam, bukan suatu
kealpaan dalam hukum Islam, melainkan karena pernikahan bagi manusia
dipandang sebagai kebutuhan biologis setiap makhluk hidup, yang
semata-mata tidak didasarkan atas kematangan dan kecerdasan berfikir,
melainkan merupakan dorongan biologis, yang antara satu dengan yang

lainnya berbeda, dan hal tersebut hanya dapat dilihat tanda-tanda
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alamiyah bagi anak, dengan tidak menafikan tujuan perkawinan yang

sakral dan mulia;

Menimbang, bahwa meskipun anak Pemohon dari segi umur masih
di bawah ketentuan undang-undang untuk dinyatakan dewasa, akan tetapi
berdasarkan fakta yang ditemukan, anak Pemohon dalam pergaulan
keseharian telah tampak dewasa, dan mandiri serta mampu
bertanggungjawab, terbukti telah dapat memenuhi kebutuhan hidup;
Menimbang, bahwa didasarkan pada permohonan Pemohon, yang
diperkuat dengan pengakuan anak Pemohon serta keterangan calon
suaminya, menyatakan bahwa anak kandung Pemohon dan calon
suaminya telah berpacaran selama ................. dan diantara mereka
sudah sulit untuk dipisahkan;
Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebagai sandaran pertimbangan
mengutip firman Allah SWT dalam surat An- Nuur ayat 32, yaitu :
Ol pSilolg pSoLe o paxdlinlly pSio ol 1g2Silg
orle gwly allly aliad (o alll pguiss sl 29 1595,
Artinya : Dan kawinkanlah orang-orang sendirian diantara kamu, dan
orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba hamba sahayamu
yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika
mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-
Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha
Mengetahui;

Menimbang, bahwa pertimbangan hokum tersebut juga telah sesuai
dengan maksud dari kaidah fighiyyah/doktrin pakar hukum Islam yang
diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang terdapat dalam Kitab
Al-Asybah Wa Al-Nazhoir, halaman 62 yang berbunyi :

voolai bl.gllooll wl> (e padio swlaall <)

Lgasl WlSi,L | uo lagalaci nco, Olicawso
Artinya : “Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada

mengejar kemashlahatan (yang belum jelas). “Apabila saling
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berlawanan antara mafsadat dengan mashlahat, maka yang
didahulukan adalah mencegah mafsadatnya”;

Menimbang, bahwa didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan
di atas maka untuk menghindarkan mudharat yang berkepanjangan dan
sebagai bentuk tanggung jawab Pemohon untuk menikahkan anak
Pemohon dengan calon suaminya demi kepentingan masa depan baik itu
anak Pemohon sendiri, dan calon suaminya serta anak mereka, maka
Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon mempunyai
alasan yang kuat sehingga permohonan Pemohon untuk dapat diberikan
dispensasi pernikahan anak kandungnya patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon
di depan sidang sepanjang tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim,
maka harus dinyatakan untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan,
berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama, yang telah di rubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal
91 A ayat (3) dan ayat (5), maka segala biaya yang timbul dalam perkara
ini harus dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan Hukum Islam dan segala peraturan
serta perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dalam perkara
ini;

MENETAPKAN
1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2.  Memberikan Dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama

...................... untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama

3.  Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp.427.000,00, ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 04
Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1442,
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berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama
Tigaraksa yang terdiri dari Drs. H. Saifullah, M.H. sebagai Ketua Majelis
serta Dra. Hj. Rosmaliah, S.H., M.S.l.,, dan H. SAMSUL FADLI, S.Pd.,
S.H., M.H.. sebagai Hakim-hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan
oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum
dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota serta dibantu oleh Oki
Hariyadi, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh

Pemohon;
Ketua Majelis,
Drs. H. Saifullah, M.H.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,
Dra. Hj. Rosmaliah, S.H., M.S.I. H.

SAMSUL FADLI, S.Pd., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Oki Hariyadi, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00,
2. Biaya ATK Perkara : Rp. 75.000,00,
3. Biaya Panggilan : Rp. 300.000,00,
4. PNBP panggilan : Rp.,00

4. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00,
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5. Biaya Materai - Rp. 12.000.00,
Jumlah :Rp. 427.000,00,
(empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).
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